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KECENDERUNGAN PARADIGMA BERFIKIR HAKIM DALAM
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Fakuitas Hukum Universitas lilam Indonesia, Jalan Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesiz. Emaik: m.syamsudin(@fh.uii ac.id/sm.syamuudin(@yaho.com:au

EBSTRACT

This research aims to find out, understand and explain the paradigm followed by the judges in deciding corrup-
tion cases in court. The problem formulations are: 1. What law paradigms are followed by judgesin daciding
corruption cases in court? 2. What law implications come after the choice of these paradigms? This researchisa
doctrinal law and qualitative research. The data were collected by studying the documents of the court verdicts of
corruptions and interviewing the subjects/ judges, resource persons and research informants. The data were
analyzed by case, phenomenology and hermeneutics approaches. The findings show that there s a tendency
between the characteristics of the interpretation used by the judges in interpreting corruption and the verdict
passed. When the judge uses narrow interpretation in judging the corruption cases, the tendency is a verdict of not
guilty. On the contrary, when the judge uses broad interpretation the tendency isa verdict of guilty. The implication
of the findings result in the classification of the characteristics of judges is interpreting the substances of corruption,
namely the judges using broad interpretation and the judges using narrow one. Broad interpretation is a holistically
progressive interpretation which covers theological, sociological, extensive and systemic interpretation. Narrew
interpretation is an interpretation which relies on the positive-juridical interpretation which is grammatical and

| textual. The latter is still a mainstream paradigm for the judges in courts.

Yeywords: judges’ paradigms, deciding cases, corruption, court.

2 2 I. PENDAHULUAN
1 Penelitian ini berangkat dari keprihatinan dan kegelisahan
i ! mendalam terhadap masalah korupsi yang dihadapi bangsa Indo-
nesia dewasa ini. Ada sebagian kalangan vang berpendapat bahwa
i korupsi sudah menjadi suatu pandemi atau penyakit yang sulit
: diberantas (Firdaus, Radar Jogja, 27 Januari 2007). Sebagian lagi
ada yang berpendapat, bahwa perbuatan korupsi sudah menjadi
budaya bagi masyarakat Indonesia karena sudah masuk dalam ranah
i mentalitas dan sukma masyarakat (Sugiarto, 2005: 44). Praktik ko-
| rupsi sudah sedemikian hebatnya mewarnai keseharian bangsa In-
donesia. Korupsi pada situasi yang demikian sudah dianggap se-
bagai budaya bangsa (Said, 2005: 64).

Dipilihnya paradigma hakim dalam memutuskan perkara
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sebagai fokus studi dalam penelitian ini didasarkan pada alasan-alasan: pertama, hakim
menduduki posisi sentral dan menentukan dalam proses pemeriksaan perkara (korupsi)
di pengadilan. Setiap proses pengambilan keputusan hakim pada perkara pidana (korupsi)
merupakan proses yang membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam.
Hal ini merupakan suatu yang menarik untuk dikaji karena kesalahan dalam pengambilan
keputusan akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga hukum
di Indonesia. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian yang dapat mengungkapkan
fakta-fakta dan kebenaran di balik putusan-putusan hakim tersebut, sehingga putusan
hakim menjadi obyek kajian hukum yang terbuka untuk ditelaah dari berbagai sudut
pandang agar dapat ditemukan kebenaran dan keadilan hukum.

Kedua, selama pengambilan keputusan belum dilakukan dengan peralatan mekanik,
selama itu pula faktor manusia, yaitu hakim masih perlu dipelajari dalam berbagi seluk
beluknya. Pembuatan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit
sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat
putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa benar-benar telah
melakukan perbuatan pidana atau tidak. Hakim diharapkan pula memiliki kemarnpuan
menerjemahkan nilai-nilai keadilan melalui putusan-putusannya. Oleh karena itu, seorang
hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenarap dan keadilan hukum yakni
dalam menentukan kesalahan dan hukuman seseorang tidak cukup hanya memakai
pendekatan yuridis semata, akan tetapi penting menggunakan pendekatan-pendekatan
lain yang bersifat holistik dengan memadukan pendekatan filsafat, psikologi, antropologi,
sosiologi dan sebagainya yang relevan. Pendekatan holistik ini sangat peniing mengingat
amanat Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan
bahwa “... hakim wajib menégali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam mempertimbangkan berat ringannya
nidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa
(Warassih, 2001: 17).

Ketiga, dari penelitian yang pernah dilakukan di bidang psikologi hukum, ditemukan
adanva beberapa kelemahan vana berakibat pada biasnva pembuatan keputusan pidana
yang dilakukan hakim Indonesia, yaitu langkah hakim yang dimulai dari mempelajari
pasal, kemudian baru menyusun cerita berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan. Cara ini akan berakibat pada hakim dalam menyusun cerila akan sangat
terpengaruh oleh pasal-pasal perundang-undangan. Seharusnya hakim dalam mengkon-
suuksi putusan berawal dari fakta-fakta data yang diperoleh dari saksi-saksi, dengan
menggunakan logika hakim menyusun cerita yang tidak terpengaruh oleh pasal. Akan
i2tapi pada kenyataannya justru hakim memutuskan pasal yang akan digunakan kemudian
baru menyusun cerita. Hal ini membawa dampak bahwa pemilihan pasal tanpa adanya
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landasan berpikir yang jelas, sehingga hakim datam mengkonstruksi putusan akan
terpengaruh hanya sekedar mencocokkan cerita sesuai dengan pasal yang sudah dipilihnya
(Rahayu, 2005: 95). Dengan kata lain metode berpikir hakim dalam menyusun putusan
didasarkan pada metode deduktif, yang mana metode ini kurang tepat terutama bagi
hakim di pengadilan tingkat pertama yang harus memeriksa judex facti. Metode yang
lebih tepat dalam memeriksa judex facti didasarkan pada metode indukiif, bukan deduktif
(Alkostar, 2008: 5).

Keempat, dari perspektif teori hukum yang berhubungan dengan tugas hakim dalam
menyelesaikan perkara, tesdapat 3 (tiga) aliran pikiran yang dapat diajukan, yaitu: (1)
Aliran legisme atau legal positivism, dalam aliran ini hakim hanya berperan melakukan
pelaksanaan undang-undang (Wetstoepassing); (2) Aliran Freie Rechtsbewegung, dalam
aliran ini hakim bertugas menciptakan hukum (Rechisshepping) dan sama sekali tidak
terikat pada undang-undang; (3) Aliran Rechtsvinding atau legal realism, dalam aliran ini
hakim mempunyai kebcbasan yang terikat (Gebonden-vrijheid) atau keterikatan yang
bebas (vrije-gebondenheid) (Ali, 1996: 142). Demikian pula M.Koesnoe dengan mengutip
pendapat Kotting mengemukakan, bahwa terdapat 2 (dua) faham hukum dalam menaf-
sirkan suatu ketentuan hukum positif, yaitu faham yuridisme positivistis dan yuridisme
idealistis. Yuridisme positivistis adalah sistem yang membatasi dalam menafsirkan suatu
ketentuan aturan hukum positif terbatas pada hanya apa yang tercantum di dalam ketentuan
undang-undang saja. Dalam sistem ini, ketentuan dalam undang-undang tidak dibenaikan
untuk divji dengan ketentuan yang lebih tinggi misalnya dengan Undang-Undang Dasar.
Sebaliknya, yuridisme idealistis adalah sistem yang dalam menafsirkan suatu ketentuan
ataran hukum positif (UU) harus dihubungkan pengertiannya dengan semangat atau
jiwa tata hukum yang bersangkutan, yakni dengan cita hukum (rechtsidee) tata hukum
yang bersangkutan (Koesnoe, 1995: 55j. Dari ketiga teori dan dua paham yang dikemuka-
kan Koesnoe tersebut, manakah sckiranya yang diikuti olel: aakim-hakim di Indenesia
dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK)?

Kelima lahirnua lemhaga dissentine oninion terhadap putasan hakim menurinkkan
bahwa dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dapat berbeda
pendapat yang dapat memunculkan pro-kontra di kalangan internal majelis hakim dalam
memutuskan perkara, sehingga perlu dikaji secara akademik paradigma atau falsafah
yang digunakan oleh para hakim dalam menjatuhkan pidana (Pasal 19 ayat (5} UU No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Keenam, ada sinyalemen yang berkembang di masyarakat terhadap penanganan
kasus korupsi yang ditangani oleh pengadilan, baik Pengadilan Tipikor maupun Penga-

é filan Umum yaitu jika kasus korupsi masuk ke Pengadilan Tipikor akan lahir putusan
*/ pemidanaan, namun jika masuk Pengadilan Umum ada kecenderungan akan diputus
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bebas atau jika dipidana sanksinya relatif ringan (ICW, Jawa Pos, Laporan Khusus, 8
Januari 2007). Sinyalemen ini membutuhkan kajian mendalam untuk membuktikan
kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai
berikut: (1) Paradigma berpikir apakah yang diikuti oleh hakim dalam memutuskan
perkara tindak pidana korupsi, dan (2) Implikasi hukum apakah yang muncul akibat
pilihan dari paradigma berpikir tersebur?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum dokirinal dalam ranah penelitian
kualitatif. Pendekatan yang dipilih dalam pene]itiaﬂ ini adalah pendekatan kasus,
fenomenologi dan hermeneutik. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaiji kasus-
kasus korupsi yang diputus oleh hakim di pengadilan tipikor maupun pengadilan umum.
Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami dan mendiskripsikan gejala atau
fenomena sosial yaitu korupsi sebagaimana gejala atau fenomena itu menampakkan
dirinya pada peneliti. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk memahami objek/fokus
penelitian yaitu konstruksi hermeneutik hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi
(Salim, 2001: 25).

Data-data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen terhadap putusan-
putusan pengadilan tentang korupsi serta wawancara mendalam terhadap subjek/hakim,
narasumber dan informan penelitian. Data penelitian dianalisis dengan model her-
meneutika-dialektikal, baik pada tataran metode, filsafat dan kritik. Pada tataran metode,
peneliti berlaku sebagai seorang pendengar yang baik, di mana subjek (hakim) dibiarkan
melakukan interpretasi atau memberjkan makna terhadap korupsi. Pada tataran filsafat
dan kritik, peneliti berposisi sebagai interpretator (penafsir) terhadap data-data yang
terkumpul yang akan dimulai dengan proses untuk mengerti tentang putusan-putusan
hakim tentang korupsi. Pemahaman yang diperoleh dari proses mengerti tersebut kemudian
dibuatlah pemaknaan ulang (re-interpretation) untuk merekonstruksi makna di balik

wonar | Ba PIL R - s G '{"r LR s T Al ek
cutisan-putsnd halins tosehoe (Macs Sk, 1009

II1. HASIL PENELITIAN DAN BANALISIS
A.  Paradigma yang Diikuti Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi

Dari hasil pengumpulan data dengan metode wawancara ditemukan hal-hal seba-
gaimana berikut ini. Menurut Said, pada umumnya cara berpikir hakim dalam memutuskan
perkara korupsi bersifat legalistik-positivistik. Pada umumnya hakim itu cara berpikirnya
legalistik-positivistik dalam menangani perkara, termasuk korupsi. Legalistik artinya hanya
semata-mata berdasarkan rumusan undang-undang, tidak berani mencari dasar-dasar
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lain yang lebih dapat memberikan rasa keadilan. Pada waktu saya menangani kasus JEC
yaitu kasus korupsi Sdr. Herman, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdakwa
terbukti hanya merugikan negara 5 juta rupiah dan itu termasuk suap. Terhadap kasus ini
saya sebagai majelis hakim menjatuhkan sanksi penjara 2 tahun dari sanksi minimal 4
tahun penjara yang diatur dalam UU Korupsi berdasarkan Pasal 12. Mengapa ini saya
lakukan karena menurut saya dalam UU Korupsi itu ada kejanggalan atau tidak pro-
porsional dalam pengaturan sanksi pidana pada Pasal 12. Dalam UU Korupsi ada gradasi
sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal
hukuman seumur hidup. Kemudian minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,
dan yang terakhir ini menurut saya tidak proporsional. Jika maksimalnya diturunkan
seharusnya minimalnya juga harus turun. Lantas saya memberanikan diri memutus 2
tahun bukan 4 tahun, karena saya anggap lebih adil. Ini juga dapat saya pertanggung-
jawabkan dari segi alasan-alasan akademiknya dihadapan teman-teman akademisi dan
disetujui. Akan tetapi, setelah perkara itu dibanding Hakim PN memutus 4 tahun dengan
alasan sesuai dengan batas minimal yang diperintahkan UU. Ini buki bahwa hakim
masih berpikir legalistik (Said, Wawancara, Maret 2008).

Menurut Prayitno, pada umumnya hakim memiliki perspektif yang berbeda dalam
memaknai konstruksi hukum dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Sebagian
ada yang bersifat positivis dengan hanya semata-mata mengacu kepaca kualifikasi atau
unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, namun ada juga hakim yang
mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terkait dengan perkara tersebut, seperti motif
dalam melakukan kejahatan korupsi, kepribadian pelaku, maupun status sosial yang
bersangkutan. Dalam konteks tersebut, menurut Prayitno, dalam memaknai keadilan,
maka berdasarkan pengalamannya adalah menggabungkan antara aspek yuridis-positivis
dengan kepribadian si pelaku. Ia menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim
itw yang dinamakan keadilan. Meskipun sama-sama melakukan korupsi misalnya,

hukumannya bisa beda atau sebaliknya (yang) satu melakukan korupsi dengan nilai

1t Teotepimsmmamn daigroyin gailal s AT TR PR P ET
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besar. Hal ini tergantung dari niat jahatnya dalam hati. Misalnya dari awal, terdakwa
sudah merekayasa, merencanakan dulu atau membesarkan data, misalkan seharusnya
porsinya untuk 32 orang, tetapi lantas dinaikkan menjadi 100 orang supaya dapat uangnya.
Hal ini berbeda halnya dengan seorang pimpinan yang dia karena kurang cerdas dan
waspada dimanfaatkan oleh bawahannya. Jadi bagaimanapun juga ia adalah atasan
yang harus bertanggung jawab, maka ia juga kena pertanggungjawaban. Dalam hal ini,
niat jahatnya lebih kecil dibandingkan dengan bawahannya. Jadi, niat jahat itu sudah
diawali dari perencanaan terlebih dahulu (Santoso, Wawancara, Nopember 2007).
Berdasarkan pernyataan Prayitno tersebut, tampak bahwa: Pertama, dalam memaknai

——————
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keadilan, ia mengidentikkan dengan aturan hukum. Artinya keadilan dalam memutus
suatu perkara dilihat dari keterpenuhan kualifikasi atau unsur-unsur delik yang diatur
” dalam aturan hukum. Kedua, konstruksi nilai-nilai keadilan berdasarkan standar normatif
‘ { tersebut juga dipengaruhi oleh kepribadian si terdakwa, menyangkut motif jahat dalam
) melakukan korupsi, dan status sosial dari si pelaku. Faktor kepribadian si pelaku tersebut,
dengan demikian mempengaruhi nilai keadilan yang akan diterima oleh si terdakwa,

baik akan memberatkan maupun meringankan. Dalam konteks inilah potensi timbulnya
disparitas suatu hukuman dapat terjadi antara satu terdakwa dengan lainnya dalam suatu
kasus yang sama. Disparitas hukuman ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi
yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran yang lebih filosofis, putusan
disparitas ini akan melahirkan interpretasi yang beragam juga terhadap makna keadilan.
Bagi pihak terdakwa, jika misalnya yang bersangkutan tidak mempunyai posisi strategis
dalam suatu birokrasi, maka ia akan memaknai putusan tersebut tidak adil, karena melihat
putusan terhadap kasus yang sama yang dilakukan oleh seorang pejabat lebih ringan
dibandingkan apa yang diterimanya. Sebaliknya, bagi si pejabat mungkin putusan tersebut
sudah proporsional dengan tanggungjawabnya.

Menurut Harahap, bahwa dalam proses penjatuhan suatu hukuman, seorang hakim
tidak bisa sepenuhnya terikat dengan alat-alat bukti yang terungkap di pengadilan, dan
juga tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks praktisnya,
seorang hakim hanya memiliki 2 (clua) pilihan yaitu menghukuin si terdakwa atau membe-
baskannya, dan kedua pilihan tersebut sama-sama mempunyai kekuatan hukum dalam
perundang-undangan. Ia mengemukakan bahwa hakim boleh membebaskan dan boleh
menghukum terhadap terdakwa. Putusan menghukum belum tentu lebih bagus dati mem-
bebaskan. Keduanya sama baiknya. Pasal 197 KUHAP sudah mengatur putusan pemida-
naan, yang memang diberikan kebebasan pada hakim untuk menilai. Yang menjadi
masalah adalah kalau hakim itu memutuskan bebas yang sebenarnya dihukum atau
sebaliknya yang sebenamya terdakwa itu dihulum, tetapi malah bebas. Itu suatu kesalahan.
itu biasanya terkait dengan motivasi (moatieflingrijke), jadi ada motivasi tertentu, sehingga
yang hitam menjadi putih dan yang putih menjadi hitam. Itu yang salah. Trulah tugas dari
peinaniau peradilan, press, OIDUUSINAL Udil ain-idin, iy yang harus dicdrl, adakah
intervensi uang? kekuasaan? Itu yang harus dicari. UU memberi kemungkinan untuk
memilih 2 (dua) hal yaitu membebaskan atau menghukum (Harahap, Wawancara, Februari
2008).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Harahap tersebut, tampak bahwa hakim
mempunyai kemandirian yang penuh dalam proses pemutusan suatu perkara (korupsi.
putusan memberikan penghukuman atau pembebasan, dalam pandangan Harahap adalah
. iutlak kewenangan hakim yang tidak bisa disalahkan. Apabila suatu putusan hakim
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mengandung kontroversi di masyarakat, bukan berarti hal itu salah, namun harus dilihat
dulu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut,
Wilayah pengujian terhadap putusan hakim yang demikian, bukan merupakan
kewenangan dari hakim sendiri, melainkan pihak-pihak lain di luar pengadilan. Putusan
hakim adalah benar menurut perspektif hakim yang memutuskan perkara tersebut.
Berbeda halnya, jika terjadi suatu putusan yang sangat kontradiktif, misalnya bersalah
tetapi diputuskan bebas, dan sebaliknya. Dalam kondisi yang demikian, maka menurut
Harahap harus dilihat motif apa yang terkandung dalam putusan hakim tersebut, atau

unsur-unsur heteronom apa yang mempengaruhinya, apakah uang, kekuasaan, dan lain
sebagainya. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak di luar peradilan, karena
salah-benar dalam putusan hakim tersebut bisa divji melalui mekanisme upaya hulkum,

dan hal itu tergantung kepada kemauan pihak-pihak yang merasa dirugikan (Harahap,
Ibid).

Berdasarkan uraian ini, maka terdapat perbedaan dalam memaknai motif antara
Prayitno dengan Harahap yang sama-sama sebagai hakim. Motif menurut Prayitno terletak
pada niat jahat yang ada dalam diri pelaku kejahatan korupsi, sementara menurut Harahap,
motif lebih ditujukan kepada diri hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman, i
bukan kepada pelaku korupsi sebagai terdakwa. !
| Menurut Alkostar, putusan hakim sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang
hukum. Pandangan-pandangan hakim tentang hukum itu akan sangat mempengaruhi
paradigma hakim dalam memutuskan perkara. Dalam pandangan Alkostar, hukum it

dapat dijelaskan dengan teori holoyuridis. Hukum itu bukan hal/petikemas yang kosong
tapi ada nilai-nilai, seperti nilai, logis, etis dan estetik. Hukum selalu bergerak secara
sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal itu bergerak ke dalam nilai-nilai tersebut sedangkan
sentripetal bergerak ke luar-(lingkunﬁa.nnya) seperti dunia ekonomi, sosial budaya dan
sebagainya. Tugas hukum itu mewujudkan nilai-nilai menjadi nyata, terutam.. nilai keadilan.
Hukum juga mempunyai paradigma. Jika UU Subversi misalnya dicabut, maka itu sudah
tidak sesnai dengan paradigma sekarang (reformasi). Tadi. ada ideologi hukum dan ada
ideoiogi penegak hukum. Ideologi hukum itu nilai-nilai yang ada di dalam hukum itu
sendiri. Ideologi hukum ORBA itu berbeda dengan ideologi kita saat ini, Ideologi ORBA
sangat feodalistik, sehingga pejabat tidak pernah tersentuh. Seperti yang terjadi di kejaksaan
dan KPK itu berbeda ideologi hukumnya. Di KPK tidak dikenal deponir perkara yang itu
sebenamnya warisan ideologi hukum penjajah, dimana para pejabat pemerintah waktu itu
tidak bisa dituntut. Ideologi penegak hukum, yaitu sistem nilai yang ada di otaknya
penegak hukum itu. Ada yang memprioritaskan nilai keadilan, ada yang memprioritaskan
kepastian hukum dan ada yang memprioritaskan kemanfaatan. Saya sering berdebat
dengan hakim yang lain tentang hal ini, misalnya dalam masalah penanganan kasus

R
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HAM di Timor-Timur dan Tanjung Priok, saya selalu dissenting opinion, dan juga masalah
korupsi. Saya yakin dengan pemahaman saya yang seperti itu. Juga dalam kasus Bank
Bali (Joko Chandra) saya berbeda pendapat dengan 2 hakim yang lain. Saya menghukum
sedangkan 2 hakim yang lain membebaskan, karena saya berpegang pada nilai keadilan
yang saya rasakan. Jadi Hakim juga mempunyai ideologi, yakni pilihan nilai, yaitu nilai
kebenaran, keadilan bisa juga estetika, mana yang diprioritaskan. Ada memprioritaskan

kepastian saja, ada yang keadilan. Jadi para hakim itu selalu bergumul dengan nilai-nilai
itu, Ini yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan publik, juga hati nurani kita. Jadi,
jika kita menyimpangi itu kita jadi tidak enak tidur, dihantui oleh perasaan kenapa ini
kok dihukum. Di samping itu juga akan dipertanggungjawabkan kepada yang Maha
Melihat. Jadi, jangan main dengan keadilan itu karena 2/3 hakim itu masuk neraka.
Secara logika juga harus dipertanggungjawabkan, seperti pada penanganan saya terhadap
kasus Munir, saya juga dissenting opinion. Saya berpendapat Poly Carpus itu salah. Jadi,
putusan hakim ite bisa diaudit dengan eksaminasi (Alkostar, wawancara, Februari 2008).

Menurut Sholehudin, kualitas pemahaman hakim terhadap persoalan-persoalan
filosofis dari suatu hukum masih sangat kiasik. Menurutnya para hakim kita sekarang ini
masih banyak yang terpengaruh oleh aliran hukum pidana klasik. Cirinya cara berpikirnya
legalistik formal. Mereka itu lebih banyak atau lebih cenderung untuk setiap kejahatan
itu harus dijatuhi pidana penjara. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikannya
dimana pendidikan hukum hakim ini memang banyak belajar dan banyak yang diberi
pelajaran yang beraliran hukum pidana klasik ir, seperti teori pembalasan dalam pidana
itu bersifat legalistik. Hakim kita banyak yang sudah tua-tua. Ini harus ada diklat fagi
untuk merubah cara berpikir mereka. Yang masih muda harus meningkatkan kualitasnya
dengan mengikuti jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Jika masih S1 harus ikut
$2 dengan catatan benar-benar kuliah. Bukan hanya sekedar mencari gelar, tetapi benar-
benar harus serius menguasai permasalahan. Para hakim banyak yang sangat minim
pengetahuannya tentang double track system khususr:, 4 pada sanksi tindakan. Jika anda
cari literatur yang berbahasa Inggris apalagi dalam bahasa Indonesia yang berbicara
mengenai sanksi pidana sangat minim. padahal itu penting (Solehudin. Wawancara,
Nopember 2007).

Berdasarkan pandangan Sholahudin tersebut, tampak bahwa pengaruh paham legal
positivistik akan dengan mudah merasuki cara berpikir hakim dalam mengkonstruksi
suatu putusan, jika pemahaman teori-teori hukumnya rendah. Dalam konteks ini, maka
taktor-faktor heteronom di luar hukum seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat
saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hakim dalam merumuskan suatu
{sJiusan.

Untuk mengetahui dan menganalisis aliran pemikiran hukum apa yang diikuti hakim
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dalam memutuskan perkara TPK didasarkan pada aliran-aliran yang berkembang terkait
dengan tugas hakim hubungannya dengan perundang-undangan sebagaimana dike-
mukakan oleh Ahmad Ali, yakni aliran legisme dan aliran penemuan hukum oleh hakim.
Untuk aliran penemuan hukum oleh hakim dikenal antara lain: Aliran (1) begriffsjuris-
prudenz, (2) interessenjuriaprudenz, (3) soziclogische rechtsschule, (4) ajaran Paul Scholten,
dan (5) penemuan hukum heteronom dan otonom. Di samping itu, juga akan dilihat dari
pemikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo.

Dari hasil kajian terhadap putusan hakim tentang perkara TPK di lingkungan legislatif
dan eksekutif, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dasar pemikiran apa yang
ditkuti hakim dalam putusan-putusan tersebut, dapat ditemukan indikasi-indikasi yang
mengarahkan pada penggolongan aliran pemikiran hukum di atas.

Tabel berikut ini merupakan hasil analisis putusan korupsi tentang penafsiran hakim
terhadap TPK yang dilakukan terdakwa yang kemudian dikaitkan dengan hasil putusan
hakim yang dijatuhkan, Setelah menyajikan uraian dalamn tabel ini, kemudian akan dibuat
sebuah model korelasi antara penafsiran yang digunakan hakim dalam memaknai TPK
yang dilakukan terdakwa dengan hasil putusan yang dijatuhkan.

NOMOR PEAKARA, FRIHAL KORUPSI, DAN PELAKL:
16/Pid.B2006/PN.YK tentang Korupsi Dana Purna Tugas Anggota DPRD Kota Yomkarta (Cinde Laras Yulianto
dan Arief Eddy Subianto)

PENAFSIRAN HAKIH TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:

Halkim mengikuti penafsiran luas dalam membuktikan unsur-unsur TPK terutama unsur sifat melawan hukum yang
dilakukan terdakwa. Penafsiran luas ini dibuktikan dengan diikutinya sifat melawan hukum materiil yakni prinsip
kepatutan dalam mengisi konsep sifat melawan hukum dan perbuatan tercela yang telah dilakukan para terdakwa.
Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dalam m:gﬁidahkan mmmprn dan melaksanakan
Rapat-rapat Panitia Anggaran untul fiere i Uo g Do e poan dar b 0z Ayu e, gebs alnale miagpr
Belanja DPRD Kota Yogyakarta serta s:kap para Terdakwa dalam Rapat Parlpuma maupun setelah disyahkannya
APBD Tahun 2004 melalui Perda Nomeor & Tahun 2003 maupun sikap para Terdakwa dalam menanggapi Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 161/321 IS}, tanggal 29 Desember 2003 dan juga sikap para Terdakwa yang selain
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah, PP Nomor | 10 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Undang-Undang Nemar
22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, j juga merupakan perbuatan
tercela, sehingga unsur melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi. Majelis hakim juga berpendapat bahwa
meskipun Surat Mendagri No.161/321 1 /5] tanggal 29 Desember 2003 tersebut bukanlah peraturan perundang-
undangan yang sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Rl sehingga secara juridis tidak mengikat,
akan tetapl berdasarkan fakta hukum, menurut kepatutap adalah patut bila terdakwa-terdzkwa mau
mengindahiannya dan mematuhinya, sehingga uang penghargaan tidak perlu dicairkan dan segera dilakukan perubahan
APBD Kussusnya terhadap uang penghargaan dalam Anggaran Belanja DPRD Kota Yogya tahun 2004,
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VONIS YANG DIJATUHKAN:
Divonis 4 tahun penjara dari tuntutan JPU 2 tahun penjara

NOMOR PERKARA, PRIHAL XORUPS1, DAN PELAKU:
| 76/PID/B/2006/PN.KPG. tentang Tambahan Anggaran Penunjang {Lain-lain) DPRD Kabupaten Kupang, Ruben
Funai (Mantan Ketua DPRD Kab. Kupang Periode 1999-2004)

PERAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUXAN TERDAKWA:

Hakim mengikuti penafsiran sempit dalam memaknai sifat melawan hukum terdakwa, yaitu hanya sebatas dimaknai
sebagal melawan hukum dalam arti formil, yakni hanya memperti mbangkan aspek-aspek formalitas dan mekanisme
administrasi yang berlaku di lingkungan DPRD, tanpa menggali dan mengeksplorasi secara lebih luas, obyektif dan
rmendalam subtansi dari sifat melawan hukum secara materill, terutama dalam proses penyusunan RASK DPRD
Kupang tahun 2004 yang tidak cermat dan tidak jelas dengan menarmbah pos anggaran lain-lain yang mencapai nilai
nominal Rp. 2.000.000.000. Berdasarkan pembuktian di persidangan, anggaran dana lain-lain tersebut lantas
digunakan sebagai dana sosialisasi kepadacalon pemilih di wilayah masing-masing anggota DPRD untuk menghadapi
pemilu 2004, Alasan ini terkesan dibuat-buat dan majelis hakim tidak berupaya membuktikan kebenaran penggunaan
dana tersebut. Oleh karena itu unsur ‘dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dst...” pada dakwaan subsider
tidak dibuktikan secara sungguh-sungguh oleh majelis hakim.

VONIS YANG DIJATUHKAN:
Divonis Bebas -

NOHOR PERYARA, PAIHAL XORUPSI, DAN PELAKU:
61/PID.B/2005/PN.Smg tentang Korupsi Double Anggaran DPRD Kota Semarang, Ismoyo Subroto, M. Abdul
Syukur Ghanny dan Humam Mukti Azis

25145 IRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKURAN TERDAKWA:

Dalam menafsirkan sifat melawan hukum terdakwa majelis hakim hanya mendasarkan padla ukuran kepatutan

dalam arti sernpit. Patut hanya diterjgmahkan sebatas kepatutan dalam penyelenggaraan administrasi yang baik,
tetapi tidak diartikan secaralebih luas, bagaimana ukuran kepatutan dalam pandangan masyarakat. Hakimkurang
mempertimbangkan kepatutan yang terkait dengan kondisi masyarakat yang sedang dilanda krisis multidimensional,
dan posisi wakil rakyat yang semestinya dapat memahami kondist rakyat yang diwaldlinya. Jika dipakal ukuran
ikepatutan yang lebih luas, terdalkwa dapat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian pula jika
sang dipakai adaiah ajaran sifat melawan hukum formil, maka seharusnya dakwaan Primair JPU juga terbukti,
Yanena berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUTP Korupst, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian
negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UUTP

e _.r_sr_ Deveor Apptleinm dalemnm Peimaie doppe rorbikst dap rodak comaneaensa rardabanm ditarohi hokyman

yang lebih berat.

YONIS YANG DIJATURNAN:
Divonis | tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun dari tuntutan JPU 3 (tiga) tahun penjara

40MOR PERKARA, PRIHAL KORUPS!, DAN PELAKU:
14 226/PID.B/2006/PN.Dps. tentang Korupsi Penyalahgunaan APBD Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa (Ketua

DPRD Propinsi Bal)
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PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAXUKAN TERDAKWA:

Hakim mengikuti penafsiran sempit dalam menitai TPK yang dilakukan terdakwa. Majelis hakim hanya mengacy
pada segi hukum administrasi dan ketatanegaraan yaitu bahwa prosedur pembuatan APBD sudah sesuai dengan
hukum administrasi dan mengenai isi Perda APBD Bali sah sebagai hukum positif dan mengikat hakim, sehingga
perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan TPK Yyaltu melawan hukum formil, Penyusunan, perumusan, dan
penetapan APBD merupakan proses yuridis ketatanegaraan dengan produk berupa Perda yang tergolong salzh saty
bentuk peraturan per-UU-an, sehingga hakim tidak berwenang menilai suatu Perda termasuk Perda tentang APBD
yang di dalaminya terkandung Pes-Pos Anggaran APBD, Perbuatan menyusun, merumuskan dan menetapkan APED
menjadi Perda tentang APBD, belum sampai pada tahapan secara materiil menggunakan keuangan negara, sehingga
tidak dapzt dijacikan dasar untuk menyatakan sebagai TPK. Dalam menilai kesalahan terdakwa majelis hakim
hanya mendasarkan pada perbuatan melawan hukum formil (hukum administrasi) saja, dan tidak mempergunakan
penilaian dengan perbuatan melawan hukum materill. Jika perbuatan terdakwa dalam proses pembuatan dan isi
Perda APBD dinilai dengan perbuatan melawan hukurm materfil, maka akan menjadi sebaliknya yaitu terbukti
perbuatan penyalahgunaan wewenang dan terjadi kerugian negara/kewenzngan pemerintah Provinsi Bali sasuai
dengan dakwaan |PU, :

YONIS YANG DIJATUHKAN:
Divonis lepas dari segala tuntutan hukum (Ouislag Yan All Rechtvervolging)

NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:
552/Pidana B/2003/PN Sby. tentang Korupsi APBD Kota Surabaya Moch. Basuki (Mantan Ketua DPRD Surabaya).

PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:

Majelis Hakim dalam menafsirkan TPK dalam dakwaan primer, tiba-tiba langsung membuktikan unsur mermperkaya
diri sendiri dst. Unsur melawan hukum yang seharusnya dibuktikan kebih dahulu oleh majelis hakim tidak dibuktilan/
dihindari. Dafam menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri dst, majelis haldim mengikuti penafsiran sempit yakni
hanya didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai Ketua DPRD kota nietropolis Surabaya, yang menilai uang
sebesar Rp. 218.700.000; pada waktu itu (2001} belum cukup alasan untuk menjadikan terdakwa kaya, sehingga
unsur ini disimpulkan tidak terbukti. Dalam membuktikan unsur-unsur TPK pada dakwaan subsider, majelis
berkesimpulan bahwa semua unsur TPK dapat dibuktikan,

YONIS YANG DIJATUHKAN: .
Divonis penjara | tahun 6 bulan dari tuntutan JPU 2 tahun penjara

HOMOR PERYARA. PRIHAI KORUPSI, DAN PELAKU-
B3/Pid B2003/ .PN.PDG tentang Korupsi Anggaran DPRD Propinsi Sumatera Barat, Arwan Kasri (Ketua DPRD),
Masfar Rasyid (Wakil Ketua) dan Hasmerti Oktini (Wakil Ketua)

PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:

tea’dakmb&'sam-samadengmanggom DPRD yang lain dalam menyuamangamntehhmmbanding-bmdlngkan :
Jurnlah yang akan diterima dan mencarikan dasar sesuaty Mafa anggaran supaya dapat memasukkan dalam anggaran
belanja yang akan menjadi penerimaan bagi para terdakwa, dimana dengan adanya perbuatan memnbanding-

e e e e —
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bandingkan dan mencarikan dasar anggaran asuransi yang tidak diatur, menurut majelis hakim dimalsudkan untuk
memperbesar pendapatan atau penerimaan sebagai anggota dewan, sehingga unsur memperkaya diri sendiri dst...
ini terpenuhi. Demikian pula unsur penyalahgunaan wewenang juga terbukti yaitu dengan cara: Menambahkan
tunjangan asuransi dan kesejahteraan sebagal penghasilan tetap yang tidak diatur dalam PP 110/2000 dan Tata
Tertib DPRD; Menambahkan tunjangan sewa rumnah dinas anggota dan sekretaris dewan yang seharusnya hamya
diperuntukkan untuk ketua dewan saja dan juga biaya perjalanan dinas anggota dewan yang disesuailan dengan
perjalanan dinas PINS golongan [V yang diatur dengan sistem paket; Menambahkan dana penunjang kegiatan yang
seharusnya dimasukkan dalam belanja sekretariat, namun dimasukkan ke dalam belanja DPRD yang diterima dalam
bentuk penerimaan tetap. Demikian pula unsur kerugian keuangan negara dapat dibuktikan yakni mencapal Rp.
6.485.195.000.

VONIS YANG DIATUHKAN:
Divonis penjara 2 tahun, 3 bulan dari tuntutan |PU 4 tahun, 6 bulan

NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKL:
704/Pid.B/2005/PN.BJM tentang Korupsi APBD Kota Banjarmasin untuk Pembayaran Premi Asuransi SIHARTA
pada PT. Asuransi jiwasraya (Persero) atau dikenal dengan Dana Siluman, (Midfai Yabani, Walikota Banjarmasin)

PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:

Maijelis hakim mengiluti penafsiran luas dalam rmembuktikan unsur-unsur TP Terdalowa telah melakukan perbuatan
yang tidak sajamelawan hukurm formil (bertentangan dengan perundang-undangan) tetapi juga bertentangan dengan
kepatutan dan ketelitian serta kurang hati-hati dalam menjalankan prinsip keaditan dalam mengelola keuangan
daerah sebagaimana perbuatan rnelawan hukurm materiil. Namun demikian tuptutan JPU yang menuntut terdalowva
dipidana 4 tahun penjara yang mana pnerupakan batas minimal pidana penjara pada Pasal 2 ayat {1} UU Korupsi,
tidak diikuti oleh majelis hakim. Majelis hakim menjatuhkan pidana lebih rendah yakni 2 tahun penjara dikurangi
rnasa tahanan, merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Karupsi. Terhadap halini
majelis berpendapat bahwa pemidanaan tidak hanya sekedar penerapan undang-undang tetapi penilaian Takta,
motifdan peran Terdakwa dalam melakukan TPK.

YOMIS YANG DIATURKAN:
Divonis 2 tahun penjara dari tuntutan JPL4 tahun penjara

f

NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:
551/PID.B/2003/PN.SBY tentang korupsi Penyalahgunaan APBD Kota Surabaya (M.Yasin, Sekda Surabaya)

PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILARUNAN TERDAKWA:
Majelis hakim mengkuti penafsiran sempit dalam menitai unsur-unsur TPK. Majelis hakim kurang cermat dan
niengataiken lekta-fania yaiig sebarusiya Mehijaul bkl peiel].n Ll rrienystanan Ll Ll e dih el pd Wi
JPU. Ketidakcermatan itu nampak dalam menilai perbuatan terdalcwa mendisposisi pencairan dana untuk kegiatan
eksekutif (pemerintahan) terutama pos anggaran untuk bantuan sosial dan pos anggaran cadangan bencana alam
atau pos lainnya yang sesungguhnya sangat diperlukan masyarakat, sehingga pihak eksekutif akibat perbuatan
cersebut tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan dana tersebut pada saat diperiukan. Perbuatan terdakwa
tersebut sebenarnya termasuk perbuatan memperkaya orang lain seku rang-kurangnya para anggota DPRD dan
khususnyaketua dan wakil ketua DPRD, jika dibandingkan dengan keperiuan masyarakat atas pos anggaran tersebut.
Majelis hakim juga berpendapat bahwa uang yang diterima terdakwa Muhammad Yasin (jabatannya Sekretaris
Kota Surabaya) sebesar Rp. 75.000.000,- dan pihak lain M. Basuki (jabatannya Ketua DPRD) menerima Rg.
218.700.000) dan Ali Burhan (jabatannya Wakil Ketua DPRD) menerima Rp. 98,300,000 berdasarkan keadaan
nilzs: mata uang rupiah yang merosot, tidak menjadikan terdakwa bertambah kaya demikian juga pihak lain dengan
keadaah seperti itu dan jabatannya mempercleh uang sebesar itu tidak dipandang sebagai menambah kekayaan
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apalagi dengan jabatannya sebagai Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD. Oleh karena itu unsur TPK tentang
mernperkaya diri sendiri atau orang lain tidak dapat dibuktikan. Mengenal Penerapan Sanksi Pidana, majelis hakim
hanya mempertimbangkan dan menilai bahwa perbuatan terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan
telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Pasal 55ayat (1), Pasal 64 KUHR, yakni melakukan TPK dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang secara
bersama-sama dan berfanjut. Kemudian hakim memutuskan sanksi pidana 9 bulan dan uang pengganti Rp. 25.000.000.

YONIS YANG DIJATUHKAN;
Divonis ? bulan penjara dari tuntutan JPU | tahun penjara.

NOMOR PERKARK, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:
01/Pid B/TPK/2004/PN.JKT.PST. tentang Korupsi APBD Propinsi NAD {Ir.H.Abdullah Puteh,M.5i, Gubernur Propinsi
NAD)

PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:

Majefis hakim mengikuti penafsiran luas dalarm menilal unsur-unsur TPK, terutama unsur sifat melawan hukum yaitu
dalarn arti formil dan materiil. Vonis majelis hakim 10 tahun penjara, sedangkan tuntutan JPU hanya 8 tahun penjara.
Dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan |PU tidak dijelaskan. Namun jika
mengacu pada hal-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini didasarkan pada: (1)Terdakwa melakukan TPK di
daerzh yang sedang dilanda kanflik, (2) Terdakwa adalah seorang kepala daerah yang seharusnnya dapat manciptakan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari kerupsi, kolusi dan nepotisre akan tetapi justru terdalewa sendiri yang
melakukannya, (3) Perbuatan terdakwa menurunkan citra dan kredibiltas pemerintah di mata masyarakat.

YORIS YANG DIJATUHKAN:
Divonis 10 tahun penjara dari tuntutan |PU 8 tahun penjara

NOMOR PERKARA, PRINAL KORUPSI, DAN PELAKU:
630/Pid.B/200 I/PN.DPS tentang Korupsi Dana Yayasan Bali Dwipa, (Ida Bagus Oka, Mantan Gubernur Bali)
Majelis hakim mengikuti penafsiran sempit dalam menilai unsur-unsur TPK.

PENAFSIRAN HAKIN TENTANG TPK YANG DILAXUXAN TERDAKWA:
Majelis hakim gagal membuktikan unsur TPK pada dakwaan primer yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri
sendiridst...". Menurut pendap.at majelis hakim, kehendak untuk penggalian dana YBD berasal dari Ketua YBD yaitu
| Nyoman Sugiri, bukan dari terdalowa. Hal ini didukung oleh adanya kesibukan terdakwa sebagai gubernur, sehingga
tidak dapat aktif dalam yayasan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta tentang terdakwa berstatus ganda
aitn sibagal dewan pendinl YBD dan Subsrrur Troping Dul jing 2le’ e o Loke 017 il
Nopember 1994 untuk yayasan yang didirikannya. Kendatipun penerbitan SK atas dasar permohonan ketua YBD,
hal ini semata-mata tidaklah membuktikan bahwa untuk penggalian dana YBD hanya berasal dari ketua YBD.
Terdakwa juga mempunyai kehendak yang sama. Kehendak tersebut dapat dibuktikan keberadaannya dengan
dikabulkannya permohonan ketua YBD yang ia angkat dan terbitnya SK Gubernur No. 593 tanggal 28 Nopember
1994 untuk yayasan yang didirikannya. Tekanan unsur inf sebenarnya pada istilah dengan tujuan, bukan hasil dari
tujuan. Untuk memperoleh keyakinan tentang ada tidaknya unsur ini majelis sudah cukup hanya mempertimbangkan
apakah pada diri terdakwa ada atau terdapat tujuan atau kehendak untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang
lain atau suatu badan. "letapi majelis seclah-olah merasa tidak puas karena hal tersebut tidak terbukti lantas
memaksakan diri untuk mencari tanda bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa atau disposisi atau
perintah tertulis dari | Nyoman Sugiri yang meryerahkan pada orang lain atau suatu badan. Tentu saja majelis hakim
tidak akan menemukannya, karena terdakwa menerima uang secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga tata
cara serah terima secara melawan hukum diabaikan, Cara berpikir yang demikian itu seharusnya sudah dipahami
sebagai suatu asas hukurn bahwa korupsi bukanlah suatu hubungan hukum yang mengandung prestasi dan kontra
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prestasi serta tunduk pada tatacara peralihan sesuai dengan sifat obyektif hubungan hukum yang bersangkutan.
Oleh karena itu sangat tidak layak dan terlalu mengada-ada apabila majelis mencari-cari tanda bukti penerimaan
terhadap orang yang dituduh menguntungkan diri-sendiri orang lain atau suatu badan, Sudah cukup dengan bekal
keyakinan bahwa terdakwa memberi kesempatan atau sarana yang kontroversial, unsur tersebut terpenuhi. Majelis
haldm juga gagal membuktikan unsur TPK pada dakwaan subsider, yakni unsur “secara melawan hukum®.
Pertimbangan majelis ini nampak hanya mempertimbangkan dari aspek perundang-undangan saja (aspek formil).
Jika majelis mempertimbangkan aspek materiil atau kepatutan yang sekarang ini menjadi tekanan unsur melawan
hukum justru unsur tersebut terpenuhi atau terbukti. Demikian juga pertimbangan hakim tidak konsisten dengan
Putusan Hoge Raad yang sangat mengedepankan asas kepatutan. Majelis hakim membebaskan terdakwa dari semua
dakwaan |PU didasarkan pada asas Unus Testis Nullus Testis. Sebenarnya maielis hakim tidak dapat memutus
perkara ini dengan asas tersebut di atas, oleh karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari
keterangan saksi-saksi, surat-surat, ataupun petunjuk sebenarnya hakim sudah cukup bukti sebagaimana ditetapkan
undang-undang, untuk mempersalahkan terdakwa di dalam perkara ini. Hal ini diperkuat dengan adanya: (1)
Yurisprudensi MA RI No. 395 K/PID/1985 yang intinya bahwa keterangan seorang saksi dihubungkan dengan
petunjuk sudah cukup untuk membuktikan delik yang didakwakan, (2) Beberapa keterangan saksi yang diajukan di
persidangan, (3) Semestinya JPU mengajukan putusan PN Denpasar Nomer 346/PID/B/2001/ PN.Dps. sebagai
alat bukti karena dalam putusan tersebut sudah jelas disebutkan bahwa terdalkowa | Nyoman Sugiri secarasah dan
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kerupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai
perbuatan beranjut. Bersama-samaini dimaksudkan adalah dengan rerdakwa Ida Bagus Ofka.

VONIS YANG DIJATUHKAN:
Divonis Bebas

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui adanya kecenderungan hubungan antara
penafsiran yang digunakan oleh hakim tentang TPK dengan vonis vang dijatuhkan. Jika
hakim menggunakan penafsiran sempit dalam menilai TPK yang dilakukan terdakwa,
maka ada kecenderungan purusan bebas atau lepas atau jikalau dijathi vonis pidana,
sanksinya sangat ringan. Sebaliknya jika hakim mengikuti penafsiran yang luas dalam
menilai TPK yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan putusan dipidana.
Terhadap putusan pemidanaan ini ada yang menjatuhkan sanksinya ringan dan ada
menjatuhkan sanksinya berat.

Dengan perkataan lain, dari temuan-temuan analisis putusan di atas dapat diketahui
bahwa kegagalan majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur TPK yang didakwakan
oleh JPU di persidangan disebabkan karena hakim masih mengikuti penafsiran sempit
dalam memaknai TPK yang dilakukan terdakwa. Di sisi lain jika hakim mengikuti penaf-
siran luas galam memaknai 1F K yang dilakukan teiaakwa, maka 1Pk yang cidakwakan
JPU di persidangan akan berhasil dibuktikan.

B. IMPLIKASI TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan temuan-temuan pada analisis interpretasi hakim tentang TPK, baik di
lingkungan legislatif maupun eksekutif seperti telah diuraikan di atas dapatlah dibuat
istsifikasi tentang karakteristik hakim dalam menafsirkan unsur-unsur tentang TPK di
pengadilan. Karakteristik tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi besar yakni




JURNAL

2/ MEDIA HUKUM

penafsiran luas dan penafsiran sempit. Penafsiran luas adalah penafsiran yang memaknai
TPK secara holistik yang meliputi penafsiran secara teleologis, sosiologis, ckstensif dan
sistematis. Dengan perkataan lain penafsiran jenis ini disebut penafsiran secara kontekstual.
Di sisi lain penafsiran sempit adalah penafsiran yang memaknai TPK yang hanya
mengandalkan penafsiran secara yuridi&-pnsitivis yakni penafsiran gramatika] dan tekstual
atau dengan perkataan lain penafsiran secara tekstual,

Hasil penelitian terhadap putusan perkara-perkara korupsi menunjukkan dan
mengindikasikan, bahwa hakim dalam membuar pertimbangan-pertimbangan hukum
untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara TPK ada yang mengikuti aliran legisme
dana ada pula yang mengikuti aliran penemuan hukum dengan corak yang bervariasi.
Ada yang mengikuti cara berpikir aliran begriffsjurisprudenz, interessenjuriaprudenz, dan
soziologische rechtsschule. Bahkan ada vang mengikuti pemikiran hukum progresif.

Namun demikian, data-data menunjukkan adanya kecenderungan hakim dalam
memutuskan perkara korupsi mengikuti aliran hukum legisme dan masih jarang sekali
diternukan hakim yang menggunakan aliran pikiran selain legisme, misalnya progresif
sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo. Inti pandungan legisme adafah bahwa hakim
tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas, karena undang-
undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada.
Dalam berpikir secara legalistik, hakim tidak berani membuat pengecualian terhadap
teks undang-undang. Cara berpikir ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum
dibandingkan dengan nilai keadilan dan kegunaan. Ciri yang menonjol dari pemikiran
ini bersifat deduktif dalam menemukan kebenaran den gan mengutamakan logika formal
(silogisme). : _

Paham legisme ini masih menjadi‘'paradigma mainstream di kalangan hakim-hakim
di Indonesia, Aliran ini menjadikan aturan hukum sebagai tujuan dalam dirinya sendiri.
Kejujuran dan kearifan dalam menjalankan hukum, terdorong ke belakang. Akibatnya,
kepekaan, empati, serta dedikasi untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran tertinggal

Jauh ¢i belakang, Legisme menyevavkan awuran menjadi Lerhala, Keindupan menjadi
kaku, kenyataan yang kaya nuansa dilihat menggunakan kacamata kuda, kebenaran
dan keadilan hanya menjadi persoalan legal-formal belaka. Aliran inj menjadikan aturan
sebagai tempat satu-satunya bagi aparat hukum (hakim) dalam mengadili korupsi. Hakim
hanya sebagai corong undang-undang dan hanya boleh menerapkan undang-undang
secara mekanis.

Kuatnya cara berpikir legalisme di kalangan hakim Indonesia diduga kuat menjadi
penyebab utama koruptor terlepas dari jeratan hukum. Berbagai praktek korupsi dilakukan
begitu pasif dan telanjang, tetapi semua itu sulit ditindak, hal ini disebabkan karena
dparat penegak hukum, terutama hakim hanya berpegang pada bunyi teks peraturan
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hukum secara eksplisit dan tidak berupaya mencari makna atau menafsirkan aturan
 hukum itu secara progresif. Bentuk-bentuk korupsi seperti misalnya uang komisi,
kompensasi, hadiah, insentif, rerurn fee, tali asih, asuransi, jasa keringat, dan istilah-istilah
lain yang berkonotasi serupa tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi disebabkan tidak

ditemukan dalam redaksi peraturan hukum.

Terhadap hal yang demikian, Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran
Hukum Progresif, di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-
rakyat (Kompas, 15 Juli 2002). Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku
(aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedapankan kejujuran
dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan
kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat
(kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir
penyelenggaraan hukum.

Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan
tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan wakmw
yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan
pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, ranpa harus menunggu perubahan
peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum
progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka
clapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Dalam khasanah pemikiran hukum (Filsafat Hukum) paradigma legisme ini
sebenamya sudah banyak mendapatkan kritikan dan ditinggalkan. Kritikan terhadap
aliran ini menyatakan bahwa hukum pada kenyataannya bukanlah sekedar persoalan
logika dan rasio, akan tetapi juga merupakan persoalan hati nurani, pertimbangan budi
yang kadang-kadang sifatnya memang irrasional. Bagi aliran ini nilai keadilan dan
.emanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan. _

Aliran legisme mendapatkan kritik pertama dari interessenjuriaprudenz. Menurut aliran
ini undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber
Lo i e il Fovouied (Erbatit 14 VRN b i WO RGPPSR 111 S ST OMEY |- L O o 11 T T Lt
untuk melakukan penemuan hukum dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-
undang oleh hakim, akan tetapi memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan
hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya hakim bahkan boleh menyimpang
a1 undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat, Hakim mempunyai freies ermessen’”
Ukuran tentang mana ketentuan undang-undang yang sesuai dengan kesadaran hukum
¢ 'n eyakinan hukum warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim
(. werruiging), dimana kedudukan hakim bebas mutak.

Kritik berikutnya muncul dari aliran yang disebut Sociologische Rechtsschule, yang
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pada pokoknya hendak menahan terhadap munculnya kesewenang-wenangan hakim
dengan adanya freies ermessen seperti ditawarkan oleh interessenjuriaprudenz. Aliran ini
tidak setuju jika hakim diberi freies ermessen. Namun demikian aliran ini tetap mengakui
bahwa hakim tidak hanya sekedar terompet undang-undang, akan tetapi hakim harus
pula memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan, dan kebutuhan hukum
warga masyarakat serta kesadaran hukum warga masyarakat. Aliran ini menolak adanya
kebebasan hakim seperti yang dikehendaki aliran interessenjuriaprudenz.

Aliran ini berpandangan bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai
dengan kesadaran dan perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakatnya
ketika putusan itu dijatuhkan. Hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran
hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatya yang merupakan hukum dalam
makna sebenar-benamya.

Aliran ini sangat menekankan betapa perlunya para hakim memiliki wawasan
pengetahuan yang luas, bukan hanya sekedar ilmu hukum dogmatik belaka, akan tetapi
seyogyanya juga mendalami ilmu-ilmu sosial lain seperti: sosiologi, antropologi, psikologi,
politik dsb. Arthur Henderson mengatakan bahwa seorang sarjana hukum yang tidak
belajar ilmu ekonomi dan sosiologi sangat cenderung menjacdi musuh masyarakat.
Demikian pula Arthur L. Corbin menyatakan bahwa seorang hakim yang siap memutus
atas nama keadilan dan bagi kepentingan umum tanpa pengetahuan tentang sejarah dan
preseden adalah merupakan suatu kesombongan sekaligus ketololan.

Jadi berdasarkan pandangan dari aliran ini, seorang hakim seyogyanya adalah orang
yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang cukup luas, bukan sekedar menguasai
peraturan-peraturan hukum yang tertuang di dalam berbagai perundang-undangan,
melainkan pula harus meﬁguasai i.lrnL,f. ekonomi, sosiclogi, politik, antropeclogi, dan lain-
lain. Untuk memperoleh hakim yang berkualitas semacam ini banyak ditentukan oleh
proses rekruitmen calon hakim. )

Putusan hakun yang cenderung legahsuk-posmws ]uga tidak lepas dipengaruhi oleh
poke o tidikan finggi ke vang bebasis pada Susihoahony posiiedals snmmlamete b
untuk mencetak luarannya sebagai tenaga lera.mpil dalam bld.ang hukum temzasuk hakim.
lmu hukum yang diajarkan di Fakultas Hukum masih dikuasai aliran yang normatif
positivistik, peraturan hukum merupakan titik awal sekaligus titik akhir dalam mempelajari
hukum. llmu Hukum tidak berusaha menjelaskan mengenai kehadiran hukum dalam
masyarakat dengan segala seluk beluknya, melainkan hanya menerimanya begitu saja.

Melihat kondisi semacam itu Muhtar Kusuma Atmaja pernah mengkritisi keberadaan
lembaga perguruan tinggi hukum yang berorientasi untuk mendidik tenaga yang nantinya
terampil di bidang hukum positif, dengan tujuan untuk mempertahankan tertib hukum
yang ada. Lebih lanjut dia berbicara mengenai kualitas pendidikan hukum sebagai
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pendidikan yang hanya menitikberatkan pada aspek keterampilan sebagai tukang berupa
studi analisis terhadap kasus dan perundang-undangan saja (Atmadja, 1971: 9). Jadi
kondisi pendidikan hukum memiliki pengaruh besar untuk memberikan kontribusinya
kepada hakim sebagai luarannya, sehingga pemikiran yang normatif-legalistik ikut terbawa
ketika hakim menjalankan tugasnya. Kiranya problem pengembangan keterampilan hukum
tidak saja dialami oleh negara Indonesia saja, melainkan juga negara-negara yang sedang
berkembang lainnya (Rahardjo, 1979: 257).

IV. PENUTUP

A SIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kecenderungan antara karakter penafsiran

yang digunakan oleh hakim dalam memaknai tindak pidana korupsi dengan vonis yang
dijatuhkan. Jika hakim menggunakan penafsiran sempit dalam menilai tindak pidana
korupsi, maka ada kecenderungan vonis yang dijatuhkan tidak bersalah, sebaliknya jika
hakim mengikuti penafsiran yang luas, maka terdapat kecenderungan vonis bersalah.
Jmplikasi temuan penelitian ini berhasil membuat klasifikasi tentang karakteristik hakim
dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yzitu terdapat hakim yang mengikut
penafsiran luas dan hakim yang mengikuti penafsiran sempit. Penafsiran luas adalah
penafsiran progresif yang bersifat holistik yang meliputi penafsiran secara teleologis,
sosiologis, ckstensif dan sistematis. Penafsiran sempit adalah penafsiran yang hanya
mengandalkan penafsiran secara yuridis-positivis yakni penafsiran gramatikal dan tekstual.
Penafsiran yang terakhir ini masih menjadi paradigma mainstream di kalangan hakim di

pengadilan.

B. SARAN

Penelitian ini menyarankan hal-hal sebagai berikut: (1) Hakim hendaknya ridak
ragu-ragu dalam r..2nerapkan sanksi pidana terhadap terpidana korupsi dan harus lebih
memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat dan negara secara seimbang (2) Hakim
hendalknva lehih sensitif terhadan teeri-teori pemidanaan vang ada dan jangan hanya
terpaku pada teori retribusi dalam menjatuhkan sanksi pidana; (3) Hakim hendaknya
dapat membebaskan diri dalam mencari kebenaran materiil hukum dan tidak perlu
terkungkung dalam dominasi paradigma legisme. Paradigma legisme sudah banyak
iendapatkan kritik karena hanya mampu memberikan kepastian hukum semata dan
kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan.
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